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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang penulis paparkan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan sertifikasi halal di Indonesia terhadap produk farmasi 

pada jenis obat bebas, diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan aturan yang ada, 

untuk produk farmasi khususnya obat, agar mendapatkan sertifikasi 

halal, maka tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging 

babi atau hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam, proses 

produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau 

mengandung najis, penggunaan obat tidak menyebabkan efek 

berbahaya dikemudian hari dan aspek kebersihan pada setiap 

komponen harus diperhatikan, termasuk kebersihan personil, 

pakaian, peralatan dan bangunan harus bebas dari najis dan kotoran. 

2. Sanksi hukum atas produk farmasi pada  jenis obat bebas tanpa label 

halal diatur dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal, pelaku 

usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya diancam dengan 

sanksi hukuman yang bervariatif mulai dari sanksi administratif 

hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggarannya. Islam 

menetapkan hukuman terhadap produsen yang tidak bersertifikat 

halal dan tidak menjaga kehalalan produknya berupa hukuman ta’zir 

yang diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. 

Hukuman tersebut diberikan karena tindakan ini dapat dikategorikan 

sebagai kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

masyarakat yang mengonsumsinya.  
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B. Saran 

1. Bagi produsen produk farmasi, hendaknya dapat melaksanakan 

ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal khususnya terkait sertifikasi halal dan pencantuman 

label halal pada produk farmasi. 

2. Bagi Pemerintah dan BPJPH harus melakukan sosialisasi terus 

menerus kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi produk halal, 

serta lembaga penegak hukum harus memiliki kualitas dan integritas, 

agar semua aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan umum bisa terwujud. 


